
BUPATIMALANG 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR S' TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 13 TAHUN 2012 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN MALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 

Menimbang 

Mengingat 

TENTANG ALOKASI DANA DESA 

BUPATI MALANG, 

a. bahwa dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) 
di Kabupaten Malang agar dapat terlaksana sesuai 
sasaran yang telah ditetapkan, maka Peraturan Bupati 
Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 
18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, perlu 
dilakukan perubahan; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a 
konsideran menimbang m1, maka perlu mengubah 
Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa 
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 4844); 



Menetapkan 

4. Undang-undang Komar 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4857); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826); 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 
2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 8/E); 

11. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang 
Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Malang 
Tahun 2011 Nomor 4/E); 

12. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Malang Nombr 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 
Nomor 6/E); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 13 TAHUN 2012 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 
TENTANG ALOKASI DANA DESA. 
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Pasal ·I 

Ketentuan dalam Lampiran huruf E Peraturan Bupati Malang 
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 
tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang 
Tahun 2012 Nomor 6/E), ·diubah sehingga keseluruhan dalam 
Lampiran huruf E berbunyi: 

E. Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan 
kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada hasil 
musyawarah atau rembug desa melalui proses perencanaan 
partisipatif, sedangkan secara umum sasaran penggunaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: 

1. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa 
sebesar 30% (tiga puluh persen); 

2. Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh 
persen). 

Pasal II 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
penempatannya pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

Diundangkan di Malang 
pada tanggal ;tt pee:>1tU'f\R\ 

SEKRETARIS DAERAH 

ABDUL MALIK 
NIP. 19570830 198209 1 001 

2013 

Berita Daerah Kabupaten Malang 
Tahun 2013 Nomor 2/E 
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Ditetapkan di Malang 

pada tanggal /J.0 pt:e,RUA-RI 2013 

I MALANG, 

r'I 
} 
I 

H. RENDRA KRESNA 


